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MERCUSUAR
SELASA, 28 OKTOBER 2014

Wewenang Audit Investigatif

Hanya BPK

JAKARTA, MERCUSUAR - Ahlj
hukum pidana dari Universitas
Islam Indonesia A. Mudzakkir
menegaskan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Rl merupakan sa-
tu-satunya lembaga yang memiliki
wewenang untuk melakukan audit
investigatif dalam mengungkap
kerugian negara.

“Wewenang untuk melakukan
audit investigatif itu hanya Badan
Pemeriksa Keuangan,” jelas Mud-
zakkir usai memberikan keteran-
gan dalam persidangan terkait
dengan pengujian materi atas UU
Nomor: 15 Tahun 2004 dan 2006
terhadap UUD 45 di Mahkamah
Konstitusi (MK) Jakarta, Senin
(27/10/2014).

Lembaga lain, kata Mudzakkir,
seperti badan Pengawasan Keuan-
gan dan Pembangunan (BPKP) ti-
dak berwenang untuk melakukan

audit investigatif, karena sebagai
perwakilan BPKP (BPKP Perwa-
kilan Provinsi) harus mendapat
mandat dari BPK.

Mudzakkir mengatakan bahwa
BPKP harus bertindak sesuai den-
gan mandat yang diberikan oleh
BPK karena BPKP berada di bawah
naungan bendera BPK.

Sebagai perwakilan BPK RI, lan-
jutdia, BPKP boleh bertindak sete-
lah mendapatkan surat tugas dari
BPK RI yang menunjuk seseorang
dengan kompetensi untuk mela-
kukan audit investigatif. “Dengan
demikian, bila BPKP bertindak
sendiri, ini merupakan penyalah-
gunaan wewenang,” ujar dia.

Perkara Pengujian UU Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara terhadap UUD
45, dimohonkan oleh tersangka
kasus dugaan korupsi Pengelolaan
Keuangan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Deli Serdang
Faisal. : ;

Pemohon menilai bahwa frasa
kalimat ‘ditetapkan dengan pu-
tusan BPK' pada Pasal 10 Ayat
(2) berpotensi disalahgunakan,
sehingga pemohon meminta MK
untuk memberikan syarat kon-
stitusional atas frasa kalimat
tersebut.

Meskipun pada Pasal 34 Ayat -
(1) menyatakan BPK RI dapat
dibantu oleh BPKP, hal itu me-
nimbulkan penafsiran yang tidak
pasti sehingga berdampak pada
ketidakjelasan antara kewenan-
gan BPK Rl dan kewenangan BPK
tingkat provinsi.ant





